LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 13 TAHUN 1995 SERI : D NO : 11

—
—

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 1995
TENTANG

PEMBENTURAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IXI BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANVYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otono-
mi vyang nyata, dinamis dan bertang-
gung jawab dengan titik berat di
Daerah Tingkat II berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995, telah  diserahkan sebagian
urusan di bidang KXehutanan kepada
Daerah Tingkat II sebagai Urusan
Rumah Tangga Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut,
untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan secara
berdayaguna dan berhasilguna Kkhusus-
nya dalam bidang Kehutanan, maka
perlu mengatur Pembentukan Organisasil
dan Tatakerja Dinas Perhutanan dan
Konservasi Tanah dengan Peraturan
Daerah ;
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ang Nomor 13 Tap,

und ng pembentukan  Daery Ed ‘
;:gﬁgaten dalam Lingkungan Pl‘o;?ah
jawa Tengah / gy

—undang Nomor 5 Téhlm
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(Lembaran Negara gq. . 4
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pahan Lembaran Negara Republix’ 1?,3”“
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peraturan Pemerintah.Nomc?r 6 Tahy,
1988 tentang Kom‘:'dlnasl Kegiatan
Instansi Vertikal di Dagrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negar;

' Republik Indonesia Nomor 3373) ;

) KePUtUSan Me

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahy
1992 tentang Penyelenggaraan Otononi
Daerah dengan Titik Berat pada Daerah
Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 3487) ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

1995  tentang Penyerahan  Sebagial
Urusan Pemerintahan kepada 26 (d
bpuluh enam) Daerah Tingkat II Perco™
tohan (Lembaran Negara Republik Ind”
Nésla Tahun 1995 Nomor 18, Tampah?’

Lembaran Nega . donesid
ra Inao
Nomor 3590) ? Republik

; mor
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ni 1 Di
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Keputusan Menter
84 Tahun 1993
turan Daerah
Perubahan ;
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i Dalam Negeri Nomor
tentang Bentuk Pera-
dan Peraturan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Proyek Percontohan Otonomi Daerah
Pada Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 1995 tentang Pedoman Orga-
nisasi Dinas Daerah pda daerah Ting-
kat II Percontohan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

Menetapkan :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG ORGANISA-
ST DAN TATAKERJA DINAS PERHUTANAN DAN
KONSERVASI TANAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dengan Peratur

N

paerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I .

* . n
1l‘;::lérintah paerah adalah. Pemerintah Kal Yo,
paerah Tingkat II Banyumas; . up‘teh
Bupati Kepala paerah adalah Bupati Kepal, ,

. mingkat II Banyumasj; ey,
333311 perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewar, h

wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tip gkatper‘
yumas; . g
gigas Perhutanan dan Kons?rva51 Tanah adalap 0
Perhutanan dan Konservasil Tanah Kabupatep Daehag
Tingkat II Banyumas; . rah
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas . Perhutanap
Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat
Banyumas;
cabang Dinas adalah unsur pelaksana pjp,
Perhutanan dan Konservasi Tanah yang mempuny,
wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapy
Kecmatan ;
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang  selanjutnya
disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian

tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis terten-
tu;
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. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk-

kan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seo
rang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisas
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pad
keahlian dan atau keterampilan tertentu sert
bersifat mandiri.

BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

and/
an Daerah ini dibentuk Dinas Perhut

dan Konservasi Tanah.



BAB IIX
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Perhutanan dan Konservasi
unsur Pelaksana Pemerintah Daerah y£:gahdi;g:t::
berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada

paerah sebagai urusan rumah
bidang Kehutanan . tangga Daerah di

(2) Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dgbagah

dan bertanggung jawab kepada B i
o el ' p upati Kepala

Pasal 4

Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam
bidang penjualan dan peredaran hasil hutan, perlin-
dungan hutan, penghijauan dan konservasi tanah dan
air, persuteraan alanr, perlebahan hutan rakyat atau
hutan milik dan penyuluhan kehutanan serta tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau
Pemerintah Daerah Tingkatl Jawa Tengah".

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok §epagaigana
dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas

Perhutanan dan Konservasi Tanah mempunyai fungsi :

a. pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran
dan penjualan hasil hutan ;

b. pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan :

c. penyusunan program, monitoring dan evaluasl
serta urusan ketatausahaan lainnya ;

d. pemberian bantuan kepada masyarakat dan Lembaga
Swadaya Masyarakat dalam penanaman, pemeliha-

raan dan pengembangan hutan rakyat atau hutan
milik ;



pelaksanaan dan pengembangan produksj Pery ‘
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air 7 Qah

pelaksanaan penyuluhan: dan pembinaap, tor
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. BAB IV
ORGANISASTI
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhutanan dan Konserva-

si Tanah terdiri dari :

a.
b.

Kepala Dinas ; £ 18
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Urusan Perencanaan ;

2. Urusan Keuangan ;

3. Urusan Umum. . i T

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

1. Sub Seksi Tata dan Metoda Penyuluhan i
2. Sub Seksi Tenaga dan Sarana ;

3. Sub Seksi Penyusunan Program.

Seksi Pengembangan Hutan terdiri dari :

1. Sub Seksi Pengembangan ;
2. Sub Seksi Pemeliharaan ;
3. Sub Seksi Pengembangan Usaha.

Seksi Konservasi Tanah terdiri dari :

1. Sub Seksi Teknik konservasi Tanah 7
2. Sub Seksi Penanaman ; -




f. Cabang Dinas ; j

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsi
C gsional.
(2) Sub Bagian Ta?a Usaha dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian Tata Usahga dan Seksi digzgggg

oleh seorang Kepala Seksi Yang masing-masing

berada dibawah dan ber :
Kepala Dinas. tanggung jawab = kepada

(3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang

yang berada di bawah dan bertan 3
Kepala Dinas. ggungjawab kepada

(4) UPTD dip;mpin oleh seorang Kepala UPTD vyang
berada Q1 bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang
Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai
Ketua Kelompok dan bertanggung jawab  kepada
Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d,. e dan h
Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja  Cabang
Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah, serta
pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD
Perhutanan dan Konservasi Tanah akan .dltetapka§
kemudian setelah mendapat persetujuan dari

Menteri Dalam Nege;i ;

(3) Bagan Organisasi Dinas Perhutqnan dan Konser§§;
Tanah tercantum dalam Lampiran dan merngerah
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan

ini.



BAB V
TATAKERJ,

Pasal 8

pinas perhutanan dan Kkoqp
Tatakerjiebih lanjut dengan KePUtuSan Bg

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang Jjabatan dan kepangkatan serta sugyp,
gawaian Dinas Perhutanan dan Konservasi Tapaj
cesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-y,

yang berlaku.
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
tuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Perd
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. |

Pasal 11

Peraturan Daerah

diundangkan, ini mulai berlaku padd



tiap orang 4 .
Agar supaya se g dapat mengetahuin -
intahkan pengundangan Peraturan Daerah ii?' gzﬁggn

enempatannya dalam Lembaran Daerah K
gingkat II Banyumas. abupaten Daerah

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,
Cap. tta ' Cap. ttd.
H. WARSONO H.DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 11 tanggal 28 Juli 1995

Seri D
Sekretaris Wilayah/Daerah
cap. ttd.

Drs. SOEDIMAN

Pembina
Nip. : 500 034 842

A:%s0t5%Hutan



ATAS
NGKA
agRAH KABUPATEY DAERAH TIREERT X Bawyy,
1995 '
pERATURAN 14 TAHUN
NOMOR
TENTANG

ISASI DAERAH T
ENTUKAN, ORGAN AH KABUPATEN INGKAp 2

Pemerintah Nomor
rkan Peraturan :
Bei'cgigza tentang Penyerahan Sebaglan  Urus,
Tahun - - kepada 26 (dua puluh enam) Daerg
pemerin telah diserahkan sebagig

o T tohan
ringkat Il Percon ’i bidang kehutanan Kkepad;

emerintahan d .
;g:?‘?ntgh Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

sebagal urusan rumah tangga daerah.

Urusan-urusan yang diserahkan untuk diseleng-

garakan adalah sebagai berikut :

1. Perhutanan dan Konservasi Tanah ;

a. Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air ;

b. Persuteraan alam ;

c. Perlebahan ;

d. Hutan Rakyat atau hutan milik ;
e. Penyuluhan kehutanan ;

2. Penjualan dan Peredaran Hasil Hutan ;
”

S Mengatuz'- dan mengawasi penjualan dan P erigh,
ran hasil hutan di dalam dan ke luar DaeMen‘

dengan men i X :
: nd n -petunju
teri Kehutagan E;lhka petunjuk-pe ]



p. Memajukan ekspor hasil hutan ke luar Negeri
menurut petunjuk Menteri kehutanan ;

untuk keperluan Pemerintah Daerah Swatantra
lainnya akan kayu dan hasil hutan lain yang
t+idak dapat dipenuhi sendiri, maka atas
persetujugn Pemerintah Daerah Swatantra yang
perkepentingan Pemerintah Daerah memberikan
pantuan seperlunya kepada Daerah Tingkat I1
yang tidgk mampu memenuhi kayu dan hasil
hutan lainnya agar supaya keperluan 1itu
dapat dipenuhi.

C.

3. perlindungan Hutan ;

a. Menetapkan  Peraturan perlindungan Hutan
untuk mencegah dan memberantas kerusakan-
kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbua-
tan manusia, hewan, kebakaran, bencana dan
bencana alam ;

b. Menunjuk wilayah-wilayah tertentu, dimana
tiap pemilik hasil hutan dalam bentuk bahan
mentah wajib dapat membuktikan ia memperoleh
hasil hutan secara sah ;

c. Mengatur tatacara pemberian dan pemakaian
surat keterangan pengangkutan untuk mengang-
kut hasil hutan ke dalam, melalui dan ke
luar wilayah ;

d. Surat Keterangan pengangkutan yang dikeluar-
kan oleh Daerah perlaku untuk seluruh Indo-

nesia.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d 1 : Cukup Jjelas.
Pasal 2 + Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup Jjelas
Pasal 4 . Cukup jelas
Pasal 5 huruf a s/d 1 . cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) s/d (5) : Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas
Pasal 8 . cukup jelas
Pasal 9 : Cukup Jjelas
Pasal 10 . cukup jelas
Pasal 11 . cukup jelas
-===--- a:®penjdal4 --===<



